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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-1 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN­
DONESIA 

NOMOR 640/MENKES/SK/X/1991 

TENTANG 

MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA 
PELAYANAN MEDIS 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan etika profesi merupakan 
aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan 
profesi, sehingga etika profesi perlu dijunjung 
tinggi oleh setiap tenaga profesi; 

b. bahwa sebagai akibat perubahan norma sosial 
dalam masyarakat serta makin bertambah 
majunya ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam bidang kedokteran maka tanggung 
jawab profesi tenaga kesehatan pun semakin 
bertambah; 

c. bahwa aparatur yang telah ada dan diatur 
menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 
No. 554/Menkes/Per/Xll/1982 perlu disem­
pumakan tugas dan wewenaegnya sehingga 
dapat memberikan pertimbangaii, pembinaan 
dan melaksanakan pengawasan terhadap 
semua profesi tenaga keschatan dan sarana 
pelayanan medis; 

d. Peraturan Pemerintah No. 1Tahun1988 Bab 
V pasal 11 menyatakan bahwa pembinaan 
dan pcngawasan terhadap dokter, dokter gigi 
dan tenaga kesehatan dalam menjalankan 
profesinya, dilakukan oleh Menteri 
Kesehatan alau pejabat yang ditunjuk dengan 
meng-ikut sertakan organisasi profesi yang 
lerkait; 

d 
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Mengingat 

Menetapkan 

e. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c 
tersebut di atas perlu dibentuk suatu Majelis 
Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan 
Medis yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang 
Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran 
Negara No. 2068); 

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara 
No. 2576); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 1 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan terhadap tenaga kesehatan 
dalam menjalankan profesinya. 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 
44 Tahun 1974 dan No. 15 Tahun 1984 tentang 
Pokok-pokok dan susunan organisasi Depar­
temen; 

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
275/Menkes/SK/VII/1979 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan RI; 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik In­
donesia No. 558/Menkes/SK/1984 tentang 
Susunan Organisasi dan Tuta Kerja Depar­
temen Kesehatan RI. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
MAJELIS PEMBINAAN DAN PEN­
GAWASAN ETIKA PELAYANAN MEDIS. 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 

BAB I 
D'l'ENnJAN UMUM 

Pasa1 1 

U-J 

Dalatn Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan 

1. Etilc Profesi ialah norma yang berlaku bagi profesi yang terkait 
dengan tenaga kesehatan dalatn menjalankan profesinya sebagai 
tercantum dalam kode etik masing-masing prof esi tenaga 
kesehatan yang dikukuhkan oleh Menteri Kesehatan. 

2. Pembinaan ialah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh basil 
yang lebih baik. 

3. Pengawasan ialah Penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya 
etik agar pelaksanaan profesi benar-benar sesuai dengan keten­
tuan- ketentuan yang ada dalatn kode etik profesi yang ber­
sangkutan. 

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik. 

5. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

BAB II 
MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAW~AN ETIKA 

PELAYANAN MEDIS PUSAT 

Bagaian Pertama 
Kedudukan dan Keanggotaan ~aJells 

Pasal 2 

Kedudukan MP2EPM Pusat di lbukota Negara Republik In­
donesia. 
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Pasal 3 

(1) Penoaalia MP2EPM Pusat disusun clan diangbt oleh Menteri. 

(2) MP2EPM Pusat diangbt untuk masa jabatan S (lima) tahun dan 
selanjutnya dapat diangkat kembali. 

Pasal 4 

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan 
Medis ( selanjutnya disebut MP2EPM) terdiri atas unsur-unsur 
Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
cq. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Ikatan Dokter 
Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Far­
masi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 
dan Perhimpunan Hukum Kesebatan Indonesia. 

Pasal s 

(1).Anggota MP2EPM Pusat terdiri sekurang-kurangnya 17 (tujuh 
belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (scmbilan belas) orang 
dengan susunan sbb : 

a. Ketua merangkap anggota; 
b. Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. Sekretaris merangbp anggota; 
d. Anggota; 

(2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) untuk 
menyimpan rabasia jabatan. 

(3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Pusat disclenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesebatan 
RI. 
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Pasal 6 

Mcnteri mengangkat pengganti anggota yang meninggal dunia 
atau mengundurkan diri dengan memperhatikan pasal 2. 

Pasal 7 

MP2EPM Pusat bertugas : 

L Memberi pertimbangan tentang etik clan standar profesi tenaga 
kesehatan kepada Menteri; 

b. Membina, mengembangJran clan mengawasi secara aktif pelak­
sanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran 
Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat Indonesia, Kode Etik Bidan 
Indonesia, Kode Etik Sarjana Famwi Indonesia clan Kode Etik 
Rumah Sakit Indonesia. 

c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwcnang 
di bidang kesehatan dan hukum yang menyangkut kesehatan dan 
kedokteran. · 

d. Menyclesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh 
MP2EPM Propinsi. 

e. Menerima rujukan dalarn menangani permasalahan ~langgaran 
etik profesi tenaga kesehatan. 

f. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum clan in­
stansi lain yang berkaitan. 
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Pasal 8 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya MP2EPM Pusat 
bekerja sama dengan lkatan Dokter Indonesia, Pcrsatuan Dokter 
Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, lkatan 
Bidan Indonesia, lkatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan 
Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Perhimpunan Hukum 
Kesehatan Indonesia. 

Pasal 9 

Wllayah Wewenang (teritorial) MP2EPM Pusat adalah : 

a. Seluruh Wllayah Negara Republik Indonesia; 
b. Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik In­

donesia. 

Pasal 10 

MP2EPM Pusat atas nema Menteri berwenang memanggil mereka 
yang dirujuk dalaJn suatu persoalan etik profesi tenaga kesehatan. 

Pasal 11 

Biaya MP2EPM Pusat chbebankan kepada anggaran belanja 
Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 

BAB Ill 
MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA 

PELAYANAN MEDIS PROPINSI 

Pasal 12 

Kcdudukan MP2EPM Propinsi di lbukota Propinsi. 
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Pasal 13 

(1) Anggota MP2EPM Propinsi disusun dan diangkat oleh Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, setelah berkoa­
sultasi dengan Gubemur Kepala Daerah Tmgkat I. 

(2) Anggota MP2EPM Propinsi diangkat untuk masajabatan5 (lima) 
tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali. 

Pasal 14 

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan 
Mcdis Propinsi (selanjutnya disebut MP2EPM Propinsi) terdiri 
atas unsur Kantor Wdayah Departemen Kesehatan Propinsi, Dinas 
Kesehatan Propinsi Daerah Tmgkat I, Fakultas Kedokteran (jib 
ada), Fakultas Kedokteran Gigi (jib ada), I~tan Dokter Indonesia 
Walayah, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Walayah, Persatuan 
Perawat Indonesia Wdayah, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana 
Farmasi Walayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wdayah, 
Perhimpunan Hukum Kesehatan Wdayah (jib ada) dan lembaga 
kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Pasal 15 

(1) Anggota MP2EPM Propinsi terdiri sekurang-kurangnya 13 (tiga 
belas) orang dan sebanyak-banyalcnya 15 (lima belas) orang 
tenaga profesi kesehatan dengan susunan sebagai berikut : 

a. Ketua merangkap anggota 
b. Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. Sekretaris merangkap anggota; 
d. Anggota. 

(2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) untuk 
menyimpan rahasia jabatan 

(3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Propinsi berkedudukan di 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi. 
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Pasal 16 

Kepala Kantor Wdayah Departemcn Kesehatan Propinsi men­
gangkat pengganti anggota yang meningga1 dunia atau mengun­
durkan diri. 

Pasal 17 

(1) MP2EPM Propinsi bertugas : 

a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan 
dalaJn bidang etik profesi tenaga kesehatan di wilayahnya 
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
Propinsi. 

b. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik profesi tenaga kesehatan 
dalaJn wilayahnya. 

c. Mengadakan ltonsultasi dengan instansi penegak hukum dan 
instansi lain yang berbitan pada tingkat propinsi. 

d. Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga 
kesehatan. 

e. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif 
Kode Etik profesi tenaga kesehatan dalaJn wilayahnya beker­
ja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 
Ikatan Bidang Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. 

f. Memberi pertimbangan dan saran kepada pejabat yang ber­
wenang di bidang kesehatan dalaJn wilayah propinsi. 
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(2) MP2EPM Propinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah kesehatan 
Propinsi berwcnang memanggil mereb yang bersangkutan dalam 
suatu persoalan etik profesi tenaga kescbatan untuk diminta 
keterangannya dengan pemberitahuan pada Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas 
Keschatan Propinsi. 

Pasal 18 

Wdayah wewenang MP2EPM Propinsi ialah wilayah Daerah 
T"angkat I Propinsi yang bersangkutan. 

Pasal 19 

(1) Untuk keperluan tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) MP2EPM 
Propinsi jib perlu dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk 
Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah T"mgkat II. 

(2) Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaibn 
hasil pemeriksaan kepada MP2EPM Propinsi. 

Pasal 20 

MP2EPM Propinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
bekerja sama dengan Ibtan Dokter Indonesia Wilayah, Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia Wdayah, Persatuan Perawat Nasional In­
donesia Wliayah, lbtan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi 
Wtlayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah, dan Per­
himpunan HuL.'llm Kesehatan Indonesia Wilayah beserta cabang­
cabangnya. 

Pasal 21 

Biaya MP2EPM Propinsi dibebanlcan kepada anggaran belanja 
Departemen Kesehatan cq. Kantor Wilayah Departemen 
Kesehalan Propinsi. 

' 
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Pasal 22 

(1) MP2EPM Propinsi, berdasarkan basil pemeriksaan, men­
gusulkan kepada Kepala Kantor W'dayah Departemen Kesehatan 
Propinsi untuk mengambil tindabn yang diperlubn terhadap 
tenaga kesehatan yang bersangkutan. 

(2) Kepala Kantor W'dayah Departemen Kesehatan Propinsi dapat 
mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan ad­
ministratif terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan perundang­
undangan yang berlaku. 

(3) Keputusan Kepala Kantor W'dayah yang dimaksud dalam ayat 
( dua) disampaibn kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan 
dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala 
Daerah Tmgbt I, MP2EPM Pusat dan MP2EPM Propimi. 

( 4) Dalam hal tenaga kesehatan yang melakubn pelanggaran 
berstatus pegawai negeri sipil yang diperbantukan kepada daerah 
dan kepada yang bersangkutan akan diambil tind&kan ad­
ministratif, maka sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan 
Gubemur/ Kepala Daerah Tmgbt I. 

Pasal 23 

(1) Apabila tenaga kesehatan bersangkutan sebagai mana dimaksud 
dalam pasa1 22 berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang 
dinyatakan oleh pihak yang berwenang maka yang bersangkutan 
dapat mengajubn banding dalam waktu 20 (dua puluh) hari ke 
MP2EPM Pusat. 

(2) Pemyataan banding dalam ayat (1) disampaikan ke MP2EPM 
Pusat melalui MP2EPM Propinsi. 

(3) MP2EPM Propinsi meneruskan banding tersebut dalam ayat (2) 
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tangga1 diterimanya banding. 
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(4) Apabila tcnaga bsehatan daJam walctu 20 (dua puluh) hari tidak 
mengajukan banding. mab tcnaga kescbatan yang bcrsangkutan 
dia"888P tclah mcncrima kcputusan yang dimalr:sud dalaln Pasal 
22. 

(5) Kepala Kantor W'dayah Departemcn Kescbatan Propinsi belum 
diperkcnanbn mcnjalanbn keputusan yang ctimaksud dalaln 
Pasal 22 apabila yang bersangtutan mengajubn banding. 

Pasal 24 

(1) MP2EPM Pusat sctclab mcncrima berbs banding scgcra 
memeriba dan menpmNI kcputusan banding 

(2) MP2EPM Pusat mcnyampaibn kcputusannya keptda Mcnteri 
antuk menpmhil tiadabn yang dipcrlubn tcrhadap tcnaga 
kcsebataa yang benaagkutan. 

(3) ICcputasaa Menteri baik berupa pcrinpt• alaD tindataa ad­
miaistratif diumpaikan kepada yang bcrsangbtaa dengan tcm­
busan kcpada iDst•si yang bcnaagkutaa du perbimpunaa 
prolesi tcaaga taebalan yang tcrbit. 

Bd IV 
DTt:N'IU\N l'ENtJ'l1JP 

(1) Petuajuk pelabaaaaa Pcraturan Mentcri iDi cfiatur lcbih lanjut 
olch Direktur Jcnderal. 

(2) Dcngan bcrlakuaya Pcraturan Mentcri Keschatan ini mab 
Pcraturan Mcntcri Keschatan No. 554/Mcnkcs/Pcr/Xll/1982 tcn­
tang Panitia Pcrtimbangan clan Pembinaan Etik Kedokteran 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 26 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabbn pengun­
dangan Peraturan Menteri ini dengan menempatbnnya da1atn 
Derita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapbn di J A K A R T A 
Pada tangal 19 Oktober 19111 
MENTERI DSEHATAN llUVBUK INDONUIA, 

Ud. 
Dr. ADHYATMA, MPH 
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MENTER! KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN HENTERI KESEI!ATAN REPUBLIK INDON .. ESIA 
, ~ -~ ~ 

NOMOR: 640/MENKES/Sk/X/1991. 

Ten tang 

MAJELIS PEHBTNfJU'-i DAN PENGAWASAN ETIKA PELAY/\NAN MEDIS 

He n . .i.mbang 

. . . . ~ .. 

MEN'l'EH.I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

n. bahwa pelaksanaan etika profesi merupakan aspek 

penting. dalam pelaksanaan kegiatan profesi, 

seh.i.ngga elika profesi. perlu dijunjung tinggi oleh 

setiap tenaga profesi. 

b. bahwa sebagai akibat perubahan norma sosial .dalam 

masyarakat serta makin bertambah majunya ilmu 

pengetahuan clan teknologj_ dal.am bidang kedokteran 

maka langgung jawab · profesi tenaga kesehatan pun 
• 

semakin bertambah. 

c. bahwa aparatur yang telah ada dan diatur menurut 

Keputusan Menteri Keseha.tan -RI No. 554/Henkes/Per/ 

X~I/1982 pertu .disempurnakan tugas dan wewenangnya 

sehingga dapa.t memberikan pertimbangan, pembinaan 

dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi 

t.cnaga kesehatan dan sarantl peluyanan medis. 
:· ..... 

._ 

d. PeraLuran Pernerintah No. 1 tahun 1988 Bab V 

pasal 11 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan 

Lerhndap do~ter, dokter gigi dan tenaga kesehatan 

dalam mcnjalankan profesinya, dilakukan oleh 

Menteri Kesehatan atau pejab:it yang ditunjuk 

-· dengan meng-ikut sertakun orgnnisasi profesi 

yallg t e rkait. 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

e. bahwa untuk keperluan butir a, b, dan c tersebut di 

atas perlu dibentuk suatu Majelis Pembinaan dan 

Pengawasan Etika Pelayanan Med is yang di tetapkan 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia. ,· 

1. Undang-Undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 131, 

Tarnbahan Lembaran Negara No. 2068); 

2. Undang-Undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran . Negara tahun 1963 No. 79, 

TamGahan Lembaran Negara No. 2576); 

3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1988 1 tentang . . 
Pembinaan dan Pengawasan terhada'p tenaga kesehatan 

dalam menjalankan profesinya. 

4 . Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 

.1974 clan No. 15 tahun 1984 tentang pokok-pokok 

dan .susunan organisasi Departemen; . --

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 275/Menkes/SK/VII 

1979 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja 

Depart~~~n Kesehatan R.I. 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik INdonesia No. 

558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan 

tata kerja Departemen Kesehatan R.I. 

2 
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MENTER! KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

· ~ 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

T EN TA NG MAJELIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA 

PELAYANAN MEDIS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratura n Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dgn: 

1. E t ik P rofesi ialah norma yang berlaku bagi profesi 

yang terkait dengan tenaga kesehatan dalam 

menjalankan profesin y a seb~gai tercantum dalam kode 

etik masig-masing profesi tenaga kesehatan yang di­

k ukuhkan o.l e h Me nteri Kesehatan. 

. 2. Pe mbin a an ialah usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dil a kukan seqi.ra berdaya guna dan berhasil .. guna 

un.tuk m e 111p e rol~l1 basil yang lebih baik. · 

3 . Pengawasan ialah · Penilikan dan pengarahan kebijakan 

jalami~' a etik agar pelaksanaan profesi benar-benar 

sesDa i dengan ketentuan-keten~uan yang ada dalam 

kode etik profesi yang bersangkutan. 

4. Direktur Jend e ral adalah Direktur Jenderal Pelayanan 

Medik. 

5. Me nteri adalah Menteri Kesehat a n Republik Indonesia. 

3 
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MENTERI l<ESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

BAD II 

MAJELIS PEHBINAAN DAN PENGAWASAN ETIKA PELAYANAN HEDIS PUSAT 

. .. . 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Keanggotaan Majelis 

Pasal 2 

Kedudukan MP2EPM Pu sat di Ibukota Negara Republik 

Indonesia. 

Pasal 3 

(1) Personalia MP2EPM 

Menteri. 

Pusat disusun dan diangkat oleh 

( 2) MP2EPM Pusat diangkat untuk masa jabatan 5 (lim~) 

tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali. 

Pasal 4 

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika 

Pelayanan Med is ( selanjutnya disebut MP2EPM) terdiri 

a tas unsnT-unsur Departemen Ke seha tan, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Eakultas Kedokteran, 

Fakultas Kedokteran Gigi, Ikatan Dokter Indonesia, 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat 

Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan 

Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit 

Seluruh Indonesia, dan Perhimpunan Hukum Kesehatan 

Indonesia. 

4 
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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Pasal 5 

(1) Anggota MP2EPM Pusat terdiri sekurang-kurangnya 

( 2 ) 

17 (Tujuh belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 

(Sembilan belas) orang dengan susunan sbb: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Sekretaris merangkap anggota; 

d. Anggota; 

Semua anggota diambil sumpahnya (mengangka~ sumpah) 

untuk menyimpan rahasia jabatan~ 

(3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Pusat diselenggara­

kan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik 

Departemen Kesehatan R.I. 

Pasal 6 

Menteri mengangkat pengganti anggota yang meninggal dunia 

a tau mengundurkan diri dengan memperhatikan pasal 2. 

.: .... 

Bagian Kedua 

Tugas clan Wewenang 

Pasal 7 

HP2EPM Pusat bertugas: 

a. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi 

tenaga kesehalan kepada Menteri; 
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b. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif 

pelaksanaan Kode Etik Kedolcteran Indonesia, Kode Etik 

Kedokterar: Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat 

Indonesia, Kode Etik Bidan Indonesia, Kade Etik 

Sarjana Farmasi Indonesia dan Kode Etik Rurnah Sakit 

Indonesia. 

c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang 

berwenang di bidang kesehatan dan hukum yang 

menyarigkut kesehatan clan kedokteran. 

d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan 

oleh MP2EPM Propinsi . 

. e. Mer1erl111a rujukan dalam menangani permasalahan pelKn~­

garan etik profesi tenaga kesehatan . .. 

f. · Mengadakan konsul tasi dengan instansi penegak huJrnm 

dan instansi lain yang berkaitan. 

Pasal 8 

Dalam · · ~enjalankan'tugas dan wewenangnya MP2EPM Pusat 

bekerja ·sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia, Persatu~ri Perawat Nasional 

Indonesia~ Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi 

Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan 

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia. 

Pasal 9 

Wil&yah Wewenang (teritoriul) MP2EPM Pusat adalah: 

a. Seluruh Wila~ah Negara Republik Indonesia; 

b". Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik 

I11donesia. 

6 
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Pasal 10 

atas nama Menteri berwenang memanggil 

mereka yang dirujuk dalam suaiu persoalan etik profesi 

Lenaga kesehatan. 

Pasal 11 

Biaya MP2EPM Pusat dibebankan kepada anggaran belanja 

Departemen Keseha.tan c. q. Direktorat Jenderal Pelayanan 

Medik. 

BAB III 

MAJELIS . PEMBINAAN DAN . PENGJ\WASAN ETIKA PELAYANAN HEDIS PROPINSI 

.. . . . 

Bagian Perta·ma, 

Kedudukan dan Keangg?taan Majelis 

Pasal 12 

Kedudukan MPZEPM Propinsi di Ibukota Propinsi . 

Pasal 13 

... .... 
. . ~-

( 1) Anggota MP2EPM Propi_nsi di _susun .dan diangkat oleh 

Kepa1a Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, 

setelah berkonsul tas i dengan Gubernur Ke pal a Daer ah 

Tingkat I. 

( 2.) An_ggota MPZEPM Propinsi diangkat untuk masa jabatan 5 

(lima) tahun dap selanj utnya dupat diangkat kembali. 
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Pasal 14 

Keanggotaan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan 

- Medis Propinsi (selanjulnya disebut MP2EPM Propinsi) terdiri 

atas unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, Dinas 

Kesehatan Propinsi Daera h Tingkat I, Fakul~Rs Kedokteran, (jika 

ada), Fakultas Kedokteran Gigi (jika ada), Ikatan Dokter -

Indonesia Wilayah, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah, 

Persatuan Perawat Indonesia Wilayah, Ikatan Bidan Indonesia, 

Ikatan Sarjana Farmasi Wilayah, Perhimpunan Rumah Sakit 

Indonesia Wilayah, Perhimpunan Hukum Kesehatan Wilayah (jika 

ada) dan lembaga ke se hatan Angkatan Bersenjata . Republik 

Indonesia. 

. 

Pasal 15 

(1) Anggota MP2EPM Propinsi . terdi·ri se·kurang-kurangnya 13. 

(tiga belas) orang dan se~anyak-banyaknya 15 (lima belks) 

orang t e naga profes~ kesehatan dengan susunan sebagai berikut 

a. Ketua me rangkap anggota 

b. Wakil Ketua mengakap anggota; 

c. S ekr~taris merangkap anggota; 
'• .. • : I 

d. Anggota . 

(2) Semua anggota diambil sumpahnya (mengangkat sumpah) .. 
untuk meny imTu-'in rahas ia j aba tan 

(3) Administrasi Sekretariat MP2EPM Propinsi berkedudukan di 

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi. 
' 

Pasal 16 

Kepala Kantor Wil·ayah Departemen Kes ehatan Propinsi 

mengan g k a t pengganti anggota yan g me nl.nggal dunia atau 

mengundurkan diri.. 
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Bagian Kedua 

Tugas clan wewenang 

PasaJ 17 

(1) MP2EPM Propinsi bertugas: 

a. Menerima clan memberi pertimbangan tentang persoalan 

dalam bidang etik profesi tenaga kesehatan di 

wiayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kesehatan Propinsi. 

b. Mengawasi pelaksanaan Kode etik profesi tenaga 

kesehatan dalam wilayahnya. 

c. Mengadakan li-.onsul tasi dengan instansi penegak hukurn 

clan dan instansi lain yang berkaitan 

propinsi. 

pada tingkat 

d. Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga 

kesehatan. 

me~gembangkan dan mengawasi . s~cara ~ktif 

Ko<l~ Etik prof~~i tenaga kesehatan dala~ wilayahnya 

bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, 

Persatuan Dokter Gigi Indon~sia; Persatuan Perawat 

Nasion·a.1 Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan 
\,.. 

Sar jana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Ru mah Sa.kit 

Seluruh Indonesia. 

f. Memberi pertimbangan clan saran kepada pejabat yang 

berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah propirisi. 

9 



,. ; . ' 

j 

i· 

MENTERI KESEHATAN 

AEPUBLIK INDONESIA 

* 

(2) MP 2EPM Fropinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah kese­

h at a·n P ro p i n s i be r wen an g me man g g i l mere k a yang 

be r sangkutan dalam suatu persoalan etik profesi tenaga 

k es eha t an untt1k diminta keterangannya dengan pem berita­

hu a r. pada Ke p a la Kantor Wilayah Departernen Kesehatan 

Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. 

Pasal 18 

Wilayah wewenang MP2EPM Propinsi ialah wilayah Daerah 

Tingkat I Propinsi yang bersangkutan. 

Pasal 19 

(1) Untuk keperluan tersebut dalam pasal 17 ayat (2) MP2EPM 

Propinsi jika perlu dapat membentuk panitia Ad Hoc 

unt~k Daerah Kabupaten/Kotamadya P~erah Tingkat II. 

( 2) Pani tia Ad Hoc ·sebagaimana dirnaksud ayat ( 1) menyampai­

ka n hasil pemeriksaan kepada MP2EPM Propinsi. 

Pasal 20 

MP2EP.M Propinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah, 

Persatuan Dokfer Gigi Indonesia Wilayah, Persatuan Perawat 

Nas i onal Indonesia Wilayah, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan 

Sarjana Farmasi Wilayah, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia 

Wilayah , dan Perhimpunan Hukum 

b e s e r ta cabang-cabangnya. 

Kesehatan Indo~esia Wilayah 

Pasal 21 

Bj ":l y a · MP2 EPM Pro p i ns i di be bankan kepada a nggaran belanja 

Dep art emen Ke seh a tan c .q 

Keseh a tan Propi nsi. 

JO 

Kunlor Wil a y ah Departemen 
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Pasal 22 

(1) MP2EPM Propinsi, berdasarkan hasil pemeriksaan, 

men g u sul kan kepada Kepala Ka ntor Wilayah Departemen 

Kesehatan Propinsj unt .uk mengambil tindake.!! yang 

diperlukan terhad ap tenaga kesehatan yang bersangkutan. 

(2) Kepala Kantor Wilayah Departernen Kesehat~n Propinsi . 

dapat mengambil tindakan berupa peringatan atau 

tiridakan ad ministratif terhadap tenaga kesehatan sesuai 

dengnn peaturan perundang-undangan yang berlaku. 

( 3 ) Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang dimaksud dalam 

ayat (dua) disampaikan kepada tenaga kesehatan yang 

bersangkutan deugan tern bus an kepada Menteri 

Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, MP2EPM 

Pusat clan MP2EPM Pro~insi. . 1' 

( 4) Dal am hal tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran 

b e rstatus pegawai negeri sipil yang diperbantukan 

ke pada daerah dan kepada yang be~sangkutan akan diambil 

tindakan admin~stratif, maka sebe_lumnya perlu 

dikon;Jltasikan d~hg~n Gubernur/Kepala Daer~h Tingkat I . 

Pasal 23 

(1) Apabila tenaga kesehatan bersangkutan sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 22 berkeberatan terhadap keputusan 

bersalah yang dinyaLakan oleh pihak yang -berwenang maka 

yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 

20 (dua puluh) hnri ke MP2EPM Pusat 
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(2) Pernyataan banding dalam ayat (1) disampaikan ke MP2EPM 

Pusat melalui MP2EPM Propinsi. 

( 3) MP2EPM Propinsi meneruskan banding terse but dalam ayat 

( 2) dalam waktu selambat-lc.mbatnya 7 ( tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal diterimanya banding. 

(4) Apabila tenaga kesehatan dalarn waktu 20 (dua puluh) 

hari tidak mengajukan · banding, maka tenaga kesehatan 

yang ber~angkutan dianggap telah menerima keputusan 

yang dimaksud dalam pasal 22. 

( 5 ) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi 

belurn diperkenankan menjalankan keputusan yang dimaksucl 

dalam pasal 22 apabila yang bersangkutan mengajukan 

banding. 

Pasal 24 

( 1) MP2EPM Pus at setelah rnenerima berkas banding segera 

memeriksa clan rnengambil keputusaQ banding. 

( 2 ) MP2EP~ Pusat me~yampaikan keputusannia ke~ada Menteri 

. untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhaclap 

tenaga kesehatan yang bersang~utan: 
... ..... 

.. \,. 

(3) Keputtisan Menteri baik b~rupa per~ngatan atau · tindakan 

administratif dis~mpaik~n kepada yang bersangkutan 

dengan Lembusan kepada instansi yang bersangkutan clan 

Perhimpunan profesi tenaga kesehatan yang terkait. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

( 1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih 

lanjut oleh Direktur Jenderal. 

( 2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini maka 

Peraturan · Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/Per/XII/l 982 1./ 

tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedok­

teran dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 26 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat . meng~tahuinya, memeintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Negara ,Republik Indonesia. 

.: ..... 

DITETAPKAN DI 

PADA TANGGAL 
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